SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
WALIKOTA DEPOK
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pembangunan serta
sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin
Mendirikan Bangunan gedung dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tingkat Kota, telah
diterbitkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13
Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan
Bangunan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 350
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, mengamanatkan kepada Kepala daerah wajib
memberikan pelayanan perizinan secara mudah dan
cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan, situasi dan kondisi, serta dinamika

masyarakat saat ini;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 132);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5188);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5252);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3
Tahun 2009 tentang Sempadan Jalan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 61 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
86);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013
tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13);



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA DEPOK
Dan
WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG
BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2013 Nomor 13), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 15

(1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung
wajib memiliki dan atau mengusai lahan yang status
kepemilikannya dan atau penguasaanya jelas.

(2) Terhadap bangunan yang dibangun di tanah milik
orang lain harus mendapat izin pemanfaatan tanah
dari pemegang hak atas tanah dalam bentuk
perjanjian tertulis.

(3) perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
menjelaskan mengenai pihak yang bertanggungjawab
atas kewajiban yang harus dipenuhi kepada
Pemerintah daerah seperti Penyerahan Fasilitas umum
dan kewajiban lainnya.

(4) Status Hak atas tanah, merupakan Tanda bukti
kepemilikan tanah yang dipersyaratkan berupa
sertifikat hak atas tanah dan akte jual beli yang
didasarkan pada sertifikat hak atas tanah yang
terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Depok.



